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BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalzhani Lotar belckang dan “u.usannyn

Dengan mendasarken diri poda nsas peradilan, seper-
ti yang tercantum dalam p2sal 4 ayat 2 Undang-undang No.ls
Tahun 1970 tentsng Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuaszan Ke-~
hakiman (selanjutnya disebut UU No.l4 Th.1970) yang berisi
"Poradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan beaya ri-

ngan"l

dan cidalam puszl 5 ayat 2 undang-undang tersebut
yang .iengatakan'Dalam perkara perdata Pengndilan membantu
para pencarl keadilan dan beruszha sekeras-kerasnya menga-
t.usl segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercap:inya
peradilan yung sederhana, cepat dan beaya ringan"z.

Hlal '‘ni menjadi pendorong bagi kita semua, terutama
para penegak hukum untuk menyelesaikan pemeriksasn suatu
perkara dengan berpedoman pzda ketlga asas diatas.

Sebab penyelesaian perkara ysng ceput merupakan syarat

wmutlak bagl suatu peradilan yang balk. Tertundanya perkaro
b..gl pihak yang mencari perlindungan hukum sai‘an menimbul-
kan kegelis:han dan wunghin juga keruglaun, tentang menaug

atau kolah, s lah atau tidak bila segera ada kepasti.nnya

1Undan ~undang Tentang Fatentuan-ketentuzn Pokck
Kekuasaan lehakiman, Intibuku Utam~, Jakarta, 1071, h.103

°Ibid.



dari pengadilen, ini ckan lebih menanamkan kepercayaan

serta meningkatkan :rewibawaan pengadilan,

Sebagail penerapan prinsin dari asas peradilan ter-
pebut hanyalsh penyelesaian sengketa melalui jalan perda-
meien saja yang cocok, yang diatur dalam pasal 130 Herzle-
ne Inlandch Reglement Stb,l941 No,4& (melanjutnya disebut
HIR) dan didalem pasal 185). s:mpal dengan pasal 1&64 ¥i-
tab Undang-undang Bulum Perdata Sipil (selanjutnya dis:ng~
kat dengan XUNS).

Karena deng:i'n diadeskannya perdamaian dap: .t menceg:h
kemungkinan timbulnya suasara permusuh-n dikemudi-n hari
‘ntara pihak-pihak y:ng berpekara. DMsamping itu dengan
perdamaian menghindarkan bezya mahal, dapat dllakukan de-
ngan cepat sehingga menghindarkan proses perkara yang ber-
iarut-larut dalarz waktu y-ng lama,

Seperti dikatakan oleh Bismar Siregar (hakim a ung
di Mahkamah Agung RI) dalem menjawab surat saya, mengata-
kan bahwa "upaya perdamalan itu lebih baik dan lebih lu-
hur dari upaya penyelesaian sengk ta berdasar keadilar
hukum"3 beliau mewuberikan suatu contoh dalam eobuuh pan-
tun Batak yang terjemahannya sepertl beri:ut,
kecil daun johar
lebih kecil daun bone-bane

3
Bigmar Siregar, Meniswsb Surat Says, 13 liaret
1985, h.l ’ '



indah kata-k:ta keadil n
lebih indah knta-kota perdemailan,

Kemudian lanjut beliau juga dalam ajaran agama Is-
lanm ada sebuah hadiet n:bi '‘whammad, yaltu''Ttehukah kamu
perbustan yang lebih utama dari sholat, puasa dan zakat?
lalah mendamaikan orang yang borsengketa“h

Jadi jelssl:h bahwi penyelesalan senghketa melzlul
jalan perdamaian adalah suatu penyelesalan sengheta yang
paling baik dan bijakesna, disamping itu dapat dilakukan
dengan cepat, beaya ringan dan sederhana.

Yang nmenjadi masalah sekarang ini, kenyataannya di-
dalam praktek mreihh banyak anggota masyarak:t yang belum
tahu tagaimana caranyr melsksanckan perdam: ian dalam me~
ryelesuikan sengleta perdata. koren» ternyata leb‘h ba-
nyak pera plhak (perggugat dan tergugat) merasa lebih pu-
as untuk menerusk:n sengketanya melalul. banding ke penga-
dilan tinggl dan kasasl ke Mahkamah Apang. Hal ini menye-
babkan perkara atau sengketa tidak selesal dengan tuntas
di rengnadilon tingkat pertama, serta akan menambah ter-
tumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Sedangkan notiv lain
dengan mengajukon permohonanbanding dan kasasl bogl para
pilhak bukannyz dimaksndkon untuk su tu keinginan mempero-
1:h keadilan dsn kebenaram yang nilainya lebih tinggi, me~
lninkan sekedar untuk memperlambat proses belaka, seakan~
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akan b-nuinge dan keeesi itu sudah menjadi mode upsya hukum
yang custl h rus dimintakan dalam beracara dimuka sidang
rengadilan.
Selanjutnya Zisn r Siregar juga memberikan kritiknya
Y ng mengatskan,"Perdamaian dalam menyelesalkan sengketa
perdata adalan wajid bai haki', s~yang sanpal sokarang
upaya pardamsian itu seolah-olah hanya upya form«litas,
tidak dihayati secara 5ungguh~sungguh"? Kemudian beliau
melanjutkung
Dalam :jaran agamg .yong diakul eah dinegara ini dalam
witab sucinya yang wmenjadi intl njoran ialah lcedawni-
an, Heny~ sayang diantara penganutnya tidak banyak
yang menghayat: dan mengamalkannyua, Disamping itu be-
rapa banyakkoh para hakim, pengacara yang mau mengha-
yati njaran yang demikianéluhur dalan menyelosuikon
setiap cengeketa perdatasl .
Berdusarkan keadaan-keadzsnn yang demikian itu se~
sungguhnya sangat memprihatinkan kita semua sebzagal ange
gota masyarakat -dan merupakan malapetaka bagi masyarakat
kita sebagal pencari keadilan sehingge keadaan ini perlu
segera diatasi.
0leh karena itu svdah menjadi eharussn dan tugas
bagi para penegak hukum kh susnya para hakim dan pengacara
(advokat) uw.ius lebih bertindak aktif dan kreatif dalam
mengembangkan lembaga perdamesian secara lebih luas dan

effektif dalam masyarakat, agar penyelesgalap setiap seng-

keta perdata melalul jalan danmail.

51b14.
61bid, h."



2. Penjelasan Judul

Sesuajl dengan judul penulisan skripsi ini, terdapat
hal-hal yuz:>g sangat menarik untuk dikemukakan,

' Dengan diloksanakannya perdamaian untuk menyelesai-
kan sengkets perdata dapat menimbulkan manfaat-manfaat.
Manf+ ¢ adalah sesl keuntunyan ysng dapat dinilmati baik
bard pora pihak (penpgugat dan terpgugat) maupun bagi badan
perzdilan di Indonesin.

Kata hambatan yang dimaksudksn dalar penulisan ini
dapat dlartikan sebagal -uatu halangan atau rintangan yang
timbul dengan diusahakannyz perdemalan, Hambatan tersebut
dapnrt detsng doeri prra pihak itu sendiri m uwun dari pihak
lain. *

Penyelesaian sengketa melalui jalan perdsmeian da-
lan penulissn ini diartiksn, bahwa seti=p séngketa perdata
ysnr diselesalakan dengzn perdam~ian dimuka sid-ng penga-
dilsn, bvkan suatu venyelesajan sengkets melelui banding
dcn kasasi, Perdameian in’ diuszhaken oleh hskim pads se-
tiap kall sidoang bahkan sampel slidang terakhirpun sebelum
men jatuhkan putusan.,

%. Alasaen Pemilihan Judul

Pemilihan judul demikian ini dlidasarkan pada bebe-
repa alasan, alosan-clasan itu adalahj

1. Bahwa perdamalan yang diusahakan oleh hkakim

yang songat cocok begl penerapsan 2sas peradilan

tetzpi Justru masih banyak anggota masyarakat



yang belum t~hu bagaimana cara melaksanakan
perdamaian,

24 Dilihat dalam praktekny: lebih banyak penggugat
m: upun tergu; ot meras:. lebih puas untuk mene-
ruskan penyelesaian sengketanya melalul proses
pemeriksaan biasa drripndn menyelesaikan dengan
perdamaian,

3. Sebagal nlasan terakhir saya ingin mengetahul
sejauh mana peranan hakim, pengacara serta pa-
ra pihak dalam mengus:h=kan perdamatan,

4, Tujuan Penulisan

Knrya tulis yang berupa skripsi ini bagl saya ber-
tujuan untuk melengkapi tugas dan memenuhl salah satu ke~
butuh:n di:lam melengkapl syarct-syarat mencapail gelar sar-
Jana hukum, tujuan selanjutnya d ri penulisan ini saya
ingin menyumbingk :n s....._t pemikiv.n atau pend:pat dalam
nenyoroti masal.h perdamaian dengun c/rc mengan: lisa per-
mcsalahan sehingga berguna bngl perkembangan ilmu pengeta-
huan pada umumnya dan ilru hukum khususnya.

5. lletodologd
a. Pendekatan Mas: 1:h
Pendek: tan masalah yang dipakai p:da penulisen ini
dengan menggunakan metode deduktif y:ng berarti perma-
sal-han umum yang berdasarksn teorl kemudi-n dik-itkan
dcigan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat ditarik

kesimpulan eecara khusus dari permasalahman tersebut.
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b, Sumber datas

Sumber d-ta yang dipergunnlen d:laxr msrunujang

venrulisan ini diperoleh d=ri;

1. buku-buku, peraturan perundang-undangsn, cua
yurianrudensi dsn sure~t kodbor,

“e merngrdaknon wawzncara dan curat-menyurst dengon
para ahli huku+ yang pernah terlibat langsung
dengan masalah tersebut.

c. Prosedur penguapulsn d-ta dan pensolahan d~ta

Carz pengumpulsn data yang saya pergunskan pada .
penulisan ini yaitu dengan membzca, mempelajari dcn me-
nganalisa dari buku-»uku, persturan perundang-undangan,
yérisprudensi dan surat xabar, disamping itu dengon moa.
ngumpulkan semun hasil wawancara yanr soya 1skukan de~
ngen saudara Z.A Ssngajl SH ( seorang calon hakim dan
sekarany sebagal panitera penggunti 41 Pengadilan XNeoge-
ri Surabaya) vada ts.zgal 14 Maret 1985 di Surabaya.
Selanjutnya akan saya hubungkan antara data yang saya
peroleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh
dari literatur agar dua mr-cam data tersebut menjadi ke-
satuan yang sesuai, -
d. Anslis: data

Darli semua data-data yang telah berhasil say: kum-
vulkan kemudian sy analisa untuk sel:njutnya dapat
ditarik kesimpuln yang dapat memebrikan jawaban atas



permasalahan yung dikemukakan pida sirirsi,

6. Sistimatika dan pertanggungiawaban

Penulisan skripsi ini saya mulal dengan pendahuluan
didclaamya dlurcik'n menren 1 pe-@as 1/ hivw 0 rewagerries;
penjelsgan ind-1, alasan perilihon judnl, tujuan penulism,
metodolori, cictimotiks Jd-n nertvnrgungjéwnhan. Pemb~h~gan
ini s ya kewukakan untuk memzahamni sec rs garis besar per-
u:-salahan dalam skripsi sehingga ‘iiketahui hsl-hal yang
berhubungan dengan isi maupun c2ra penulisan,

Sebelum menginjak lebih Jjauh prnda pokok perm sal han
akan diuraik-:n lebih dahulu mengen:l nengartian perdamaisn
Uralan ini s:ya gun kan sebagai brhan landasan teori seca-
ra umum, xarena tidaklah mungkinmembahas masalah manfaat
dan hambatan perdam«ian t-npa men:-tahul lebih dahulun arti
perdamaian,

Pembahasan berikutnya tentang m .nfaat dan hambatan
perdamaian, Disini akan menguraikan pokok permas-alahan
yang kikemukakan pada skripsi, saya memilih pokokx perm-sa=
lahan ysng demikian karena ingin mengetahul kead~nn sebe-
narnya yang terjadi dalnam praktek, m:nfaat apa -Baja yong
timbul dengan adanya perdamaian sebaliknya faktor apa saja
yang dapat menghambat usaha perdamailan dan apakah setiap
pelaksanaan perdamaian itu sudah sosual dengan peraturan
hukum yang berlaku seksarang ini,

Baglan penutup penulidan ini, saya akan merumuskan

su:stu kesimpulan dari permasalahan yang diajukan dan ber-



dasarkan tas kesimpulin tersebut saya dap:t memberikan
s.ran~guran, Keslmpulan merupskan inti sard permas.lahan
yon,t dibahas sedangkan saran-s2raun adelah pendapat saya
yeng sexiranya dapat memecahkan problema yasng timbul dala:
pertlisgan,

iraian dan bahasan 111 disusun deumikiun rupa oluak-
sudk:n agar memudahkan untuk mengetahui isi penulisan dan
vrut-urutan pembahasan :ehingga tidak wenyulit§an bagi

penbacs sekalian.



BAB II

PENGERTIAN PERDAMAIAN

ls Perdamalan Sebagal Suatu Bersetujuan

Pasal 1 51 ayat 1 KUHS mengatakan,

Perdamaia- :dalah suatu persetuluan dengan mana kedua
belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau me-
nchan sesuatu barang mengakhiri suatu perkara yang
sedang bergantuhg atau mencegah timbulnya suatu psr-
kara.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, untuk meng-
hentikan sengket- perdata yung sedang ditangani oleh hakim
maupun untuk menceg-h timbulnya sangketa yang akan diaju-
kan kemuka pengadilan dapat dipergunakan suatu persetujuan
yaitu dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu
barang.

Untuk persetujuan yang demikian ini, menurut Wirjo-
no Prodjodikoro, seperti telah ia usulkan untuk diterje-
nmahi:an menjadi persetujuaxn perdamaian.S

Riduan Syahranl mengatakan bahwa,

Pengertian perdamaian yang perumusannya termuata dal-m
p:sal 1851 TUHS ini dipandang oleh para sirjana seba-

gal kur.ng sempurna, karena nengorbanan hak dari pi-
hak-pihak yang bersengketa yung dianggay sebagail un-

PR, Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undsng-undang
Hukum Perdata, Pradnya P ramita, Jakarta, 100L, h.ill.

8\'Iir:jono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Perse-
tujuan-persetujusn Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, h.l71
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sur persetujuan perdamaian tidak tercantum didalamnyn?

Oleh korena itu bila pasal 1851 .KUHS menyebutkrn
menyeralkan, menjanjikan atau menaha.. suatu brrang sebagai
isi dari persetujuan damai harusl -h dip:ndeng sebagai con-
toh-contoh belaka sehinggz orang boleh membuat sama atau
tidaik suma, sesu i dengan asus kebebasan berkontrak (pa-
sal 1338 KUHS).

Sebaghki unsur terpenting untulkk adanya purestujwean .
perdamaian tersebut, adanya nengorbanan para plhak yang
bersengketa secara timb-l bali%, sebuliknya sukan suctu
rersetujuan damaj namanya kalmu hanya salah satu pihak
saja y ng berkorban, yaitu bilam:rma satu pihak dalam suatu
perkara perdata mengalah selurufiinya dengnn mengakui seiu~
ruh tuntutan pihek 1 wan. Misalny::, sengketa teontang hak
#i11ik tn:h pekarangnn rumah, si A mengakul mempunyai hak
milik atas seluruhtan:h dan bangunan termssuk pekarangan
tetapi si B juga mengakul mempunyai hak :1lik &i eRbhre
rangan didep:n rumah tersebut, akibatnya terj:.di perseli-
sihsn atau séngketa tentang slapc sebenayrnya pem lik peka-
rangan rumah tersebut. ilereka memutuskan wenyelssaikan
sengketa dengrn perdamaian. Hasii dari persetujuan perda-
maian tercapal sebagai berikut, bahwza A mempunyal h.k ni-
1lik otas pekarangan rumah sebaliknya A h:rus membayar se-

IRt dunn Syahrani, lMtasalah Tertumpuknya Beribu-ribu
Perkara Di !'-i. .omch Apung, Aluani, Bandung, 1960, h.l3.




mzar ILIK

USTAKAAN

UNIVERSITAS AIRLANGG4 -
SURABAY,

jumlah uang tertentu kepada B sebagal ganti rugi dari har-
ga tanah pekarangan. Secara singkat dapat dikatakan A ha-
rus mengorbankan sejumlah uang tertentu sebagai ganti rugi
sedangkan B harus mengorbankan atas tanah pekarangan dide-
pan rumah tersebut. .

Dengan demikian jelaslah, pengorbanan para pihak
yang bersengketa secara timbal balik merupakan unsur yang
sangat penting dalam perdamaian, tanpa ada pengorbanan pi-
hak-pihak yang bersengketa secara timbal balik maka mus-
tahil perdamaian itu dapat tercapai.

Seperti telah saya kemukakan pahwa perdamaian me-
rupakan persetujuan, yaitu yang termuat‘didalam buku III
KUHS (tentang Perikatan) titel XVIII, maka perdamaian se-
-perti persetujuan lainnya juga harus tunduk kepada keten-
tual-ketentuan umum persetujuan yang termuat dalam titel I
(teétang perikatan-perikatan ummmnya) sampai titel IV
(teﬁtang hapusnya perikatan-perikatan) pasal 1233 KUHS
sam*mj dengan pasal 1456 KUHS. Hal ini dinyatakan dengen

Jolas nada pasnal 1319 KUHS yang mengntur,"Seru: nersetuju-

an *aik yang mempunyal suntu noma khusus m;upun yang tidak
ter%enal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-
peraturan umum yang termuat *dalam bab ini dan bab laluvlo-
Oleb karena itu menurut Wirjono banyak pasal-pasal didalam

ketentuan umum suatu persetujuan berlaku pula pada perdad-

10R.Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit, h.305.
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maian%l

Seperti pasal 1857 KUHS merup k-n ulang n d:ri pa-
sal 1340 KUHS yaitu suatu persetujuan hanya berlaku antara
orang-oreng yang turut serta d-lam persetujuan itu, begiw.
pepun dalam hal suatu perdam:ian‘}2

Jadi sustu perdamailanyang diadak:n oleh seseor..ng
ya: g berkepenting:n terh:dap perdam ian itu, h-nya mengi-
kat dirinya sendiri.

Juge dikatakan oleh Wirjono pus-1l 2854 KUHS dan pa-
sal R&55 KUHS merupokan ulang n k-ta darl »namcl 1359 KUHS,
Bahwa segala persetujuan hanya mengenai hal-hal y ng men-
Jadl persoalsn antara kedua belah pihak}3 Darl k'limat ter-
sebut dapt diartikan, banhwa untuk setliap perdamaian itu
hirus sesual atau t rbatas pada hal-hal yang menjodi isi
deri hasil persetujuan damal tadi, hasil persetuju:sn damai
itu meupunyal kaitin yang erat dengan sengketa yang men-
Jjadi sebub adanya perdamailar.

Berdasarkan atas senuua uralan yang telah suya kemu-
kakan diatas maka dupat disimpulkan b-hwa perdamaian itu
merupukan suatu persetujuan tetapl tidak setl .p persetuju-
an adalah perdamaian.

2. Syarat Perdamalan dsn Peranonnyo
Untuk adanya perdamkian pertam:-tuma huruslsh ada

perselisihan antara para pihak. Bilamana tidak didahului

1lurdono Prodjodikoro, opscit, h.172.
114, n.173.

Bibig.
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deng:n perseligihan, nuisalnya para pihak mengad. k:n suatv
persetujuan tawar-men.war yang p:.d:. akhirnya mencapal su-
atu persetujuan dimana masing-m.sing pihak melep:skan bdP
glan yang ditawarkan semila, demikian ini bukénluh perda~ .
maian. Contohnya, A menawarkan kepada B sebuah mobil seba-
liltpya B menawarkon kepada A sebush rumah, ukhirnya mereka
membuut suatu persetujuan bahwa r.riving-masing pihsk saetuju
untuk melepaskar birang yang ditaw rkon ysitu A terhuk ne-
pask.n mobllnya kepada I sebaliknya B harus melepaskon ru-
mahnya kepada A,

Dalam contoh diatas tidak bisa disebut sebagal per-~
setujuun perdamalan sebab persslisihan yang menjadi syurat
untuk cdany. perdam i:n tidak ada d lam persctujuan itu,

Syar.t perdamalan lainnya yung harus ada pada se-
tiup perdamaian, adanya pengorbanan secar: timbal balik
dari p ra pihak untuit melepaskan hokny , pongorbanan itu
h:rus 1il-kukan den:sn sukarela.

Soperti diuraikan sebelumnya bahwa perdamcian yang
dolam buku III titel XVIII KUHS berdusarkan pusal 1319 UKS
tunduk~padz ketentuan~ketentuan umum suatu persetujuan,
maka untuk keabsahan persetujuan damaui itu haruslch meme-
rnuhl syzrat-sy:rat sahnya persetujuan pada umumnyu y:ng
terniat didalem pusal 1320 KUHS yaitu (1) scpakat metreka
yanyg mengikatkan dirinya,(2) kecaskupan uatuic membuat sua 2
perikatan,(%) suatu hal tertentu, (4) suatu sebub yang' ..
nalal, |
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Disamping itu perdamasian menurut pzsal 1851 ayat 2
KUHS harus diadakan secara tertulis, dimaksudkon agur akte
rer. etujuan damai ini dapat digunakon sebagail bukti dike-
mudian hori,.

Pagal 15652 ayat 1 KUHS, me..yebutkan u' tuk adanya
psrdamai:n diperlukan masing-masing pihak .empuny.i keku-
asazn untuk molepask:in haknya atas hal-hal yan:- termeksud
islam percamaian, atau deugan kata lain untuk adanya per-
damaian pora pihek mempuny i hak menguasai.

Peranan Perdamaian.

Perdamalan san.'ut sesusl de r»n jiwa Pa: casila, kaw-
ren - perdamalan sa:fgat berperansn dalam mengembougk:n gi-
kap tenggang ras: yang merupskan perwujudan darl sila Kes
manust-®%. Yang Adil dan Beradeb, yong lebih me..gutamakan
musyrwar. untuk mufakat demi kupedtingun bersama, meng-
horma:l hak oreng lain dalsm mencapai mofakat yang dilipuk
semangat kekeluargaan. Hal ini didukung pula olsh keadaan
masyarakat Indonesia ya g memiliki dasar tolerangi yang
tiiggl dnn sifat gotong-royong yang dapat mendorong perda-
maian dalam sengketa perdata sehingg: mudah dilaeksanakan,

Dipamplr.g 1itu perdamaian sargat berperanan bagi pe-
nerapen pringip asas peradilan yang sederhana, cepat dac
biaya ri .gane.

Kalau dikajl lehih lanjut keten'usn p sal 151 ayat
1 KNES bohwa perdamail-n adalah suatu persetujuan dengun

mana kedua bellah pilhak dengan menyerahkai, menja :jikani
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atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang
sedar. g bergantung atau mencenah timbulnya suatu perkara.

Daril rumusan kalimat''mengakhirl suatu perkara yang
sedan; bergantung" d:pat saya artik:n bahwa perdamaian
yang demikian i 1 adalah perdami&i:n yang digunakan untuk
menghe: tikan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim atau
dengan kata lain perdamalan yang diadaden didepan persida-
ngan yang diginakan untuk menghentikan sengketa perdata.

Tetapl bll: saya tinjau dari kalimat''untuk mancegah
timbulnya suatu perkara', hal inl dapat saya tafsirkan
bahwa perdameslan dnpat digunakan pula untuk mencegah tim-
bulnya suatu perkara yang akan dlajukan kemuka hakim, e
‘engan kata lain telah dilakukan perdamalan antara para
plhak diluar sid' ng pengadilan untuk menyelesaikan sengke-
tanya. Jadl, meskipun diluar sidang pengadilan bugi parau
vihak untuk menyelesalkan sengketanya dapat mengg nakan
perdamalan.

Secara singkat dapat dik:takan'pusal 1851 nyat 1
KUHS mengandung duas macam perdamaian, yaitu:

a. Perdamaian dimuka sid:ng pengadilan,

b. Perdamaian diluar sidang pengadilan.
a, Perdamaian yang dilakukan dimuka sidang

Perdamaian dédepan sldang diatur pada pasal 130 HIR.
Pasal 130 ayat 1 HIR berbunyi  apabila pada harl yang teleh
ditentukan kedua belah pihak hadir m:ka dengan perantaraan

ketua sid:ng berusaha memperdamnikan merekaV
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Maksud dari pasal tersebut menurut Abdulkadir !'uhammad,
hakim berusaha untuk memperd-maikan mereka, us:zha memper-
damaikan itu bukan hanya permulaan sidang saja b hkun sam-

pal sidang terakhirpun sebelum menjntuhkan putusan].'4
Sedangkon menurut Supomos

Peraturan &tu adalah kurang tepat, oleh karena pada
permulaan sidang, hakim belum dapat mengetahui bagai-
mana duduk perkara sesungguhnya. Baru setelah pemerik-
saan berjalan, hckim dapat mempunyal gambaran tentang
duduknya persengketoan antara kedua belah pihak, se-
hingga heokim akan ggnat menemui waktu yang tepat untuk
mendamaikan merekat’’

Bilamana perdamalan tercapci, dikuatkanlah akte
persetuju n perdamaian ituv dan kedua belah pihak dihukum
untuk mentaati dan melaksanakan persetuju:n damal tersebut
dan terhadap akte demikian inil berkekuatan dan dij.l:nkan
sama dengan putusan hakim [j.sal 130 ayat 2 HIR). Keten-
tuan ini lebih dipertegas lapgl didclam pasal 18% nyat 1
KUHS, bahwa segala perdamalan mempunyai di.ntara para pi-
hal; suatu kekuatan seperti putusan dalam tingksat pengha-
bisan.

Hal in merupzkan segl keistimewuan dari persetu-
Juan perdamalsn sebab perdnmaian seperti layakny: pereetu-
Juan bias:: dengan pen;orbanan sukarelz: dari para plhak,
yang khusus diberi kekuatan dan dijalankan sama dengan

putusan hakim.

14Abdu1kadir Muhammad, Hu ; ta Indone-
gia, Alumni, Bandung, 19t2, h.l21,

158upomo, Hukum Acmra Perdata Pengadilan Negeri,
Pradnya Parunmita, Jakarts, » Nablae




Perdamaian disini bukanlnh keputusan yang diambil
atas pertimbangan hakim, melainkan bersifat persetujuan
antara kedua belah pihak yung isinya mereka tetapkan sen-
dirl berd:sarkoen kehendak kedua belah pihak. Itulah sebab-
nya menurut pasal 130 ayat 3 HIR terhadap putusan damai
Qakte perdamaian ) tidak dapat dilakukan banding.

K:ren: persetu.ju.n perd m ian y ng dilskuukan dide-
pan sidang {tu meiupakan putusan dalam tingsat penghad s n
(putus:n yang bersifat tetap) m-ka akte perdan ilan terse-
but mempunyal kekuatan eksekusi ( kekuatan untuk dilazks: -
nakan) L1l mona d- 8 loh satu plhak y.ng tidak mau melak-
sanakan perdamaian tersebut, maka atas permohonan pihak
lainnya dapst meminta bantuan ketua Pengadilan Negeri agar
plhak tersebut dip:ksa supzya mcu mentaati isi perdamaian,
b. Perdamalan yang dilakukan dilu-xr sid:ing

Berbeda dengun perdamat n y ng telah berhasil dila-
kukan didepun sldang, :dalah perdamailan yung dilakukan
para pihak sendiri diluar s‘d: ng pengadilan,

Perdamaisn diluar pengadilda dalah pernyatass. kéw
sepzkatan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengke~
tanya dengan jalan d:mal,

‘‘enurut Retnowul:.n Sutanti: dan Iskandar Oeripkar-
tawinatas

Perdamaian semacam ini hanya berkekuutan sebagal per-
‘setujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak
ditaati oleh suloh satu pihak, musih harus diajukan

melalui suatu proses ¢i pengadilan. Persoalennya hanya

selesal untuk sementuru dan sama sekali tidak dapat
menjamin bahwa sBuatu ketika tidak akan meletus lagi
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dan mungkin lebih hebat dari semula:!'6

Sedangk:n menurut Subektil;

Biasanya dalam persoalan gugat terdapat dua atau lebih
para plhak yang satu sama lain sedang bersengketa, da-
lam usaha mereka untuk menyelesalkan sengketa tersebut
secara damal diluar sidang mungkin mereka telah minta
bantuan teman baiknya atau kepal . desa yang bersang-
kutan untuk menyelesalkan sengketa tersebut. Dan ka-
dang-kadang usaha tersebut berhasil pula. Apabila
sengketa selesal cengan jalan damii diluar sidang, di-
kemudian harl sengketa yang sama nungkin terjadi lagl
antara kedua belah pihak yang sama itu. !'isalnya, se-
bidong tanah yang semula telah diserahkan sacari7damai
di mbil kembali oleh yang semula menyerahkannyas,

Dengan kata lain perdamalan diluar sid:ng itu hanya
berkekuatan sebagai persetujuan dib wah tangan belaka,
alibatnya tidak mempuny:i kekuatan ekselkusi.

Oleh karena itv pelaksanaanny: semzato-mata ter;an-
kepada kesukarelaan pura pilak yang membuatnya hingga ti-
dak doo:t dipaks kan bilamana salsh satu pihok enggan un-
tuk "elaksanakannya.

Jadl pelaksanaan perdamaian diluar sidong tergantun~
dari kedua belah pihak, blla salah satu pihak melanggar
isi perdamaimn toersebut maeih mempunysi kemungkinan diaju-
kan kemuka sid-ng pengzcilnn.

Kemudian bagaimana k-kuatan hukum putusan perdamii-
an diluar pengadilan?

¢ila saya kaltksn ontara perdamalan diluar siding

iggafnowulun Sutantio dan Islkandar Qeripkartawinatcz
Hukuii  cura rerdata Dalam Teorli dan Praktek, Alumni, Ban-~
dung, 1979, ho57.

37 subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung,
1082, he56.
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dengan pasal 1398 ayat 1 ¥iHS yang meng:takan , bahwa se-
g:la perdamai:n meupunyal kekuatan seperti putusan hakim

d lam tingkat penghubisan atau seperti putusan yang bersi-
fat tetap. Putusan hakim yang bersifat tetap adalah putu-
san Yoy tidak dapat Jditgrik ké:b:1li, dengan kata lain ke~
Ekuatan berlalmunya wengikat pihak-plhak untuk melaksanalkan-
nya. Terhadap nutusan hukim yang telah mempunyal kekuaotan
hukumtetap tidok dapot dimintakan pamerdiksaan dalam ting-
kat banding, dengan akibat apabila dengun suatu tindakan
acura telah tercapai maksud yang dihsaropkan maka ulangen
tindakan itu tidak mempunyal akibat hukum atau lie bis in
iden,

Bagi perdamoian diluar po gad'lan amat sukar ber-
laku ketentuun pasal 185¢% ayat 1 «UHS, sebab perdamaian
diluur siding menurut Retnowulan dan Iskanda tadi masih
menpunyal kemungkinan diajukan kemuka hakim at:zu masih
merupakan persatujuan belaka, Dengan demikian putusan per-
damailan diluar sidang merupakan putusan y:ng masih beluu
menpunyai kekuatuan hukum tetap sehingga ketentuan pas::1
1 58 ayat 1 KUHS tidak dapat diterapkon pada perdagaian
diluar sidang. )

Jadi, jelaslah bahwa terdapat perbedaan antara per-
damaian yang terjadi didalam sidang pengadilan dengan per-
damaian yang terjadi diluar sid ng pengasilan. Perdamaian
didalam sidang itu mempunyal kekuatan hukum tetap yan; .
mempunyal keku:tan ekselkusli sedangkan perdemalan diluar
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sidang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap hanya merupa-
kan persetujuan dibawah tangan., antara kedu: belah pihak,.

Sebagal bahan perbandingan akan saya ajukan sebuah
contoh kasus perdamalan dari sengketa gedung bioskop Ista-
na Tulung Agung;

Duduknya perkara,

Habisny: masa kontrelk persewaan atas gedung bloskop
Istana oleh penyewa pertama (pihak I ) yaitu Hataliep
Aries Tritanto, hingg:u perlu adanya kesepzkatan taru
terutama mengenal besarnya uang kontrak baru. Karena
tidak dicapainya kesepakatan mengenal besarnya harga
kontrak baru atas gedung bloskop tersebut, maka pihak
pemilik gedung (Ny. Suyanti Tejo ) mengalihkan hak se-
wa gedung tersebut kepadz penyew:. kedu: (pihsok II )
yaitu Handoko Ruasli. Dengan adanya hal tersebut penye-
wa I menggugat pemilik gedung sebagai terpug:t I dan
penyewa II sebagal tergugat II pada Pengadilan Negeri
Tulung ‘pung. Selnma terjadinya persengketaan ini bi-
oskop Istana tidak dupat mengudakan kegilatan, Karena
menyangikut banyak pihak diluar kepentingan yang ber-
sengkete sntara lain:
as Pemda Tulung igung selaku penerima pajak tonton:n
sebesar sekitar Rp.l,5 juta per bulan,
b, Pihak : JiiT Tulung Agung yang menitipkan dana sebe-
sar Rp.50,- perlembar karcis,
Cs Rakyat yang membutuhkan hiburan murah dengan adanya
pemut:ron f£ilm tersebut.
Dengan adanyz kepenting:n banyak pihak tersebut maka
Komandan "odim 8307 Tulung agung memberikan prakasa
atau jasa balknya agar para pihak yanfgbersengketa
dapat bersepasat untuk berdamai saja.'

Jalannya perdamalan adalah seb-.gai berikut;

Hataliep Aries Tritanto sebagal penggugat mempercaya-
kan kepada kuasa hukumnyz Ekc¢ ZZziharto, tergugat I
¥yeSuyanti Tejo dan terguga. T Handoko Rusli memper-
cayakan kepada vengacaranya Otto Kartono. Kedua kuasa
hukum penggugat dan terpugat menyatakan sepskatbahwa
mereka =kan berdamsi dalam sengkota tersebut.

l‘Ss;engget:zs\ Gugatan Gedung Bioskop lMencapail Kesep:-
katan Dumai, Jawa Pos, 17 September 1984, h.2.
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Perundingan perdamaian telah dilakuk:n sebelumnya oleh
masing-masing kuasa hukum diluar pengadilon yaitu di
Makodim 0:07 Tulungagung, setelah kesepakatan damai
tercapal mereka selanjutnya meminta kepada Majelis Hs-
kim Pengadilan Negeri Tulungugung agar mengadcek.n si-
dang supaya hasil persetujuan peigamaian merekg mempu-
nyal kelmuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan contoh kasus dizst s dapat s ya simpulkmm
dibuatnya kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa ter-
sebut m: k:: pertama-tara pihak peng-ugat dan tecsrugat mela-
lul kuasa hukum m:sing-m sing mowmbuat suatu persetujuan
rerdamaian dibawah tangan yang isinya mereka tetapkan sen-
dirl berdasarkan kesepakatan kedua belah pilhak. Xemudian
ates dasvr perjanjicn damail tersebut merekz meminta kepa-
da majelis hakim untuk menguatkin ukto perdamalan yang ben-
tuk dan kekuatannya sanz dengzn putusan hakim yang bersi-
fet tetap. Dengan kata lain pengadilan hanya memberikan
pengusntan huluunys sojsoe.

Lila saya hubungkan dengan p:zsal 139 KNIl maka pro-
ses perd:mzian denilkisn ini sudch tep:t dan dapat digolong-
k:n sebagal perdamgian yang terj-di didalam sidang pengadi-
lan cehinggs putusszn d ri perdum:ian it.: telah mempunyai

kekuatan ekseluzl ataun keku:tan untuk dil:ksanakan,

1
)Ibid.



Bas IZZ

MANFAAT DAN H:MBAT N PERD-MAIAN D/L:M MENYLLESAIKAN
S}‘: IGKTTA PERD f“xTA’L

Menf cat diadakannyz persetujusn perdamaian untuk
menyeles ik n sengket: perdata dapat -itinjau dari dua se-.
gl yaltu: manfact bagl pilhak~pihck yong bersengket . daon
manfaat bagl peradilan di Indonesia,

1, !iznfaat Bagl Pihak-pihak Yang Bersengketa

Sebenarnya yang menjadi alaszn pemikiran dengan
diadaksnnya perdamslian bagl pihak-plhak yang bersengketa
.dalch bahwa perselislian yang semuls terjadi antara para
plhak itu sendirli seringkall efeknya membawa pengaruh bagi
k. tentraman hidup <i masyarakar atau mungkin jugs ber e~
ngar:h pada ketentraman hidup manusia 1 innya. Seding-an
pada dasarnya cuatu musyarzkat itu terutama dalowm masa
pembangunzn sekarang ini membutuhksn zdanya keadasn ras.
wumon don ketentraman untuk mencapail hkdup yang bihagic,
Apa yang terjudi jika lingkungan masyarakat tersebut sudah
tergangg: ketentramannya dan stabilitas keamanannya. lung-
kin sajc peluksunaan pembanguns™ tidak ckan berjalan lan-
car demikian pula mungkia akan macetlah segala jalan per-
ekonomian, perdagangan, perhubungan dan sebagainya,

Oleh koren:s itu perselisihon ant:ra pilhak-pihak se-
baiknya sedinl mungkin segera diselee:i an dengan sebaik-
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b .iknya sup-ya dapat ditemukan kembali keharmonisan dan
keserasi n hidup di masyarakat, sehingga tidak mengakibat-
kan goncanya sama sekall hubungan di masyarakat.

Penyelesaziaan sengketa untara pihak-pihak itu sen-
diri yang paling b ik yaitu dengan mengadakan perd:maian.
Karena dengan diadakannya perdam~ian didepan sidang penga-
dilun p:ida daszruza dapat mencegah terjadinya suaszana per-
nusuhan untara para pihak, yang berakib .t dapat membuwa
stobilitas keamanan di pergaul n hidup di masyarakat, de-
mikion juga dapat menimbulkan manfaat-manfaat bagl para
pihak itu sendiri.

Seperti kata Riduan Syshrani,

Jika suatu sengketa perdata diselesaikan dengan uengc—
dakan perjanjian perdam:ian yang dibuat didep:n sidang
" penpadilun dalam su-sana penuh kekeluargaan, ' vrn: udu-
raan dan persahabatan antara pihak-pihak yang bLersenge
ketay4sc0badb deng n sigtim ini faktor yang ditonjolkan
bukannyz mana yang salah dan mana ya g ben'r tetapl ba
b:.gaimana perscalannya agar dapat diselesaikan dengan
sebaik-baikny . Fakta yang dipertimbangkan tidak seke-
dar fakta-f:kta obyektif belak: akantetapi juga fakta-

fakta subyektif p:da pihak~pihak y»ng bersengket:,
Oleh karena itu dalom merumuskan perjanjian perdamaian
tid:k akan disebutkan pihak yang kaloah maupun yang me-
nang. Pilhak-pihak yang tadinya bersengketa dengan pe-~
nuh rasa kekeluargzan, persaudaraan dan persuhabatan
yang tulus ikhlas :r.engorbankan sebagian kepentingannya
demi tercapainya perdam ian, O

Karena perdamalan tidak bisa dimohonkan banding
(pis 1 130 ayat 3 HIR) berarti sengketa perdata ak:n cep::t
selesal dengun tunt~os di tingkat pengadilan negeri, sebab

2ORiduan Syshr:ni, o y haolu,
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perdamaian itu suday merupakan putusan hakim yang berke-
lkuatan hukum tetap (pasal 1858 ayat 1 'UHS), maka putusan
perdamalen haruslah siap untuk dilaksanakan. Hal ini sa-
rgat menguntungkan para pihuak, karena biasanys dengan ada-
nya banding itu akan memakan waktu yang cukup lama,

Jikn kemudian hari sal:h satu pihak keberatin ter-
hadap isi akte perdam:ian tersebut dan meng:jukan gugatan
lagl kepengadilan uak: gugatan akan ditolak deng-n alasan
ne bis in idem yang berarti bahwa suatu perkara y ng sama
dengan plhak-~pihak yang suma dan mengenal hal yong sama
tidak dapat diperiksa lagi.

Sengketa perdata yang diselesalkan dengan perdamalan
tidak hanya selesai dari segl yuridis formal saja tetapi
selesal d: lam arti keseluruh.n dan sesungguhnya, dimana
sengketa perdata tersebut seakan-akan tidak pernah ada.
Hubungan antara para pihak yang bersengketu menjzdi baik
kembali, m lahan deng:n terjadinya perdamalan hubungan un-
tara pihak uenjadil lebih intim dari keadaan semula,

Jadl secara singkat dap:t dikatakan, dengan ad:nya
perdamaian meumpunyzi artl yang s ' ngat balk bagi magyarakat
pad. umumnya don bagl para pihak itu sendiri pad: khusus-
nya. Disamping itu sengketa seles i s'm seksli, penyele-
salannya cepat dan ongkosnya ringan selain itu permusuhan
antara kedua belah pihak yang berpekura akan selesal.

2. Munfaat Bagl PeradilanApi_Indonesia

Venfaat perdam:ian bugl persdilsn di Indonesi yang
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sepertl tel. h s:uy: kemukakan dimuka bahwa merupakan pene-
rapan prinsip dari asas peradilan yang sederh:na, cepat
dan beaya ringan.

Disamping itu menurut hukum acara perdata, nenyele-
salkan sengketa perdata dengan 3} lan perdamasian antara p.~
ra plhak yang berpekara merupakan tujuan utama yang sedu-
pat mungkin diupayakan oleh hakim, Hukim wajidb mengusaha-
kan perdamaian d l:m setiap peneriksaan perkara perdata
bahkan sampsi sidong terakhirpin sebelum hakim menjatuhkan
putusannya. Apabil: usah:inya uotu.’ wendamaikan para pihak
itu tidek berhusil, barulah la melanjutkan pemeriksaan
terhadap perkara yang dih:. dapiny: dengan cara biasa.

Dalam mengupuyakan tercapainy perdamalan hakim
hendaknya dupat memberiksn pand ngan-p:ndangan, keterangan
keterangan,dan penjelasan-penjelasan yang sekiranya dapat
memberikan pemgertian bagi pars pihak yang bersengketa.
untuk mengakhirinya persengketaan tersebut dengan jalan
perdam ian. Disamping itu hakim h rue pula dapat memberi-
kan kesadaran dan keyakinan bagi par: pihak bahwa penye-
lesalan sengketa dcengan jalan perdam lan merupakan cara
yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan
putusan hakim, baik dori segi huburguan nasy rakat maupun
darl segi waktu, beays dan tenaga.

Hakim yang berhasil menyelesalkan sengketa perdata
yang sedang diperiksanya dengan jalan perdamaian adalah

seorang hukim yany sukses d--l-m menjalankan tugasnya se-
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bagal penegak hukum karena secara tid:k lai.gsung hakim
tersebut d@ rat memeliharz keharrmonisup hicdup d' masyarakot.

Apablls banyalk s-ngketa perdata y-ng diputus deng:n
perdam:ian ditingk t pengudilan negeri berarti mengurangl
Jumlah perk ra ponding yanr .arus dipuniisn gleh pengadi-
lan tinggi.

Jumlsh perkara yang nm kin sedikit akan mempercepat
jangka waktu proses pemeriksaan perkara. Hul inl sangat
menguntungkan b gi b:dan peradilan di Indonesia yang ber-
arti pule akan mengurengi volume kerja b: gl h:.im itu sen-
diri maupun mengurangl volume kerja pengadil n. Inil meru-
pakin menfaat yong sangat besar sekalli bagi pengudil:q-n
terutama pada saat-saat sekarang iri dimana masyarakat
sudah banyazk yang tahu ak:n hukum sehingga bil: teri: di
persengketaan mereka cenderung untuk menyelesasik:n perki-
ranya melalul saluran per gadilan, hal ini skon men:.mbah
jumlah perk ra yang masuk di pengadilon negeri semakin
banyak.

3. Hambatan-hambatan Dalam Us:ha Perdamalan

Ada beberapa faktor yang dapnt menshambat ussha
perdamaian, faktor-fuktor itu adalah:

1., Pada umumnyz para plhak yang bersengketa telah mengeta-
hul adanya kemungkinan untuk berdamai tetapl mereka be-
lum memahami tata cara, prosedur hukum dan akibat. sukum
dengan dladakannya perdamaian. Oleh karena itu apabila
sejak serula merek: telah mengetuhul manfaat dilaksana-
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kannya perdamaian kemungkinan bessr skai difikirkan
oleh mere z untuk mengad-kan perdamalan dengan pihak
lawan,

2, Faktor yang terasa pnling menghambat adz=lah faktor hare
ga diri atau gengsi dsri m-sing-mosing pihak, dianta~-
ranga disebabksh penggugat atau tergugat masing-masing
mer:sa p ling ben r dan s-ma sekall tid k manu menga-
lahe Penggugat merasa yakin bshwa gugatannya akon @G-
katulkan sebnsliknya terguget tidak muu mengorbankan
sebagian kepentingannya karena mengharapkan gugatannya
akar ditolsk oleh hakim, Terutama tergugat yang merasa
lemah dalam segi hukum tetap! dalam keadaan menguas: i
b rang sengketa. Dengan banding drn knsasl dia mengha-
rapkan dapat menunda pelaksanaan putusan hakim sehing-
g> dapnt menlikmati penguasaan barang sengketa lebih
lama, Hal ini didukung oleh faktor pemeriksaan banding
dan kasasi blasanya masih memakan waktu yang relatif
cukup lama,

Sedangkan yang tidak merup-kan hambatan yang ber-
artli adalah faktor terlanjurnya banyak beaya, waktu, te.-
naga serta plkiran yang telahbdlkeiuarkan, gegnab Jilv kow
sopakotan drie:d telah tercapal maka beayz, wakiu dan tenaw-
ga dapat diperhitungkan dalam merumuskan persetujuan perda-
maian.

Demikian beberaps fazktor y ng dapat menghambat
usaha perdamaian yang dladakan didepzn sidang pengadilan,



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
l. Persetujuan Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan

™~

3.

mana kedua bel:h pih k dengan menyerahkan, menjanjikan
atau menahan suatu barang mengakhirl suatu perkara yang
sedang bergrantung ataupun menceg-h timbulny» suatu per-
kara.

Pada dasarnya perdamaian itu ada dua m/cam yaitu perda-~
maian yang diadakan didalam sidang dan perdamaian yang
dilakukan oleh para pihak sendiri diluar sidang penga-
dilan, Perdamainn didalam sidang pengadilan adolah per-
damalan y~ng diatur dalam pasal 130 HIR d-n pasal 1851
KUHS sampal dengan pasal 1864 KUHS, sedangkan perdamai-
zn diluar pengadilan adulah perdamalan yang dilakukan
para pihak diluar pengadilan, dimana perdamaian semacam
ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan dibawah tangmn
antara kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak di-
taati oleh salah s:.tu pihak wasih bisa dlajukan melalul
proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesal untuk
sementara dan sam seksli tidok dapat menjamin bahwa
suatu ketlika tidak akan meletus .lagil,

Penyelesnian senglteta melalui, usaha perdamaian adalah

penyelesaian melalui hakim pengadil: n negeri berdasar-

29
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ken kesadaran pihak-pihak yang berpekara unt.k mengor-

bank~n sebagian kepentingannya masing-masing dengan sue-

karela yang bertujuan untuk mengakhiri rengketa yang

seding terjadi., Pengertian diatas :.engandung dua faktor

penting, yaitus

a. ‘danya kes:daran para pihak untuk secepatnya menye-
lesaikan sengketa.

b. danyz kesediean dion keikhl san para pihak untuk me-
ngorbankan sebagian kepentingannya.

Jadi, suatu perdamnzian y~ng murni harus didasari faktor

keikhlasan tanpa paksaan dan penekanan dari pihak mana-

Pin,

-4+ Bilu penggugat dan tergugat memutuskan untuk menyelesai-

kan sengketa melalui Jjalan perdamaian, maka pertama-tama
mereka membuat suatu persetujuan perdamaimn dib:wah ta-
ngen yang isinya mereg; tetapkan sendiri berdasarkan
persctujuan kedua belah pihak. Kemudian atas perjanjian
perd wiaian tersebut lalu por: pihak meminta kepada halkim
untuk menguatian persetujuan damail itu menjadi akte per-
damaian y:ng bentuk dan kekuatannya sama dengan putusan
h-kin yang berslifat tetap. D'n kedua belah pihak dihukum
untuk mentanti dan welaksanaken akte perdamaian tersebut
( mempunyai kekuat:n eksekusi),

S5eiunfaat perdamnian bagli pihak-pihak yong bersengketa da-
pat dislimpulkan seb: g1 berikutj
ay Dapat mencegnh suasmna permusuhan ontara para pihak

yang berakibat dapat membawa stabilit~s keamanan per-
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gaulan hidup di masyarakat.

Jika sengketa diselesaikan dengan usaha perdamaian
maka penyelesalan sengketa tersebut dengan penuh
suasanu kekeluargaan, persaudaraan dan peréahabatan
antara pihak-pihak yang bersengket:., sebab pihik-
pihak yang tadinyu bersengketa dengan penuh rasa
kekeluargaan d:-n persahabatan ysng tulus sudi me-
ngorbankan sebagian kepentingannya demi tercapainya
perdamaian,

Perdamaian tidak bisa dimohonkan banding.yHm} hnt-
sangat menguntungkan para pihak, karena biassnya
banding itu memakan waktu yang cukup lama.

Dengan ndunya perd m.inn mnka senghkets melesal sama
sekall, penyeleszsi:nnya ccpat, ongkosnya ringan

dan dipat dilakukan dengan cara sederhana.

‘znfdat perdrmaian b’ gl peradil:n di Indonesiaj

e

b.

Ce

verupakan penerapan pvinsip asas poréﬁilan yang se-~
derhana, cep t dan binya ringan.

Penyelesaian sengketa dengsn jalan 4 mai adalah tu-
Juan uiama hukum acara perdata karena disini ditun~
tut keaktifan hak'm dalem memberikan pandangan-pan-
dangan dan keterangan-keterazngan yang sekiranya da-
pat memberikan pengertian bagi para pihak yang ber-
seungketa untuk mengakhirinya sens<eta melalui per-
damaian, Hakim yang berhasil dal:nm tugas ini adalah
hakim yang sukses sebagal penegak hukunm,

Banyak: ya sengketa yang diputus dengzn jalan perda-
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nalan di tingk:t pengadilan negeri berarti dapat
mengurangl Jjumlah perkara bunding yang m:suk dl pe-
ngadilan tinggl.
Lambatan-hambatan dzlem usaha perdamadarn, pada umunnya
yang soring terjzdi adenya but:s: hukum dari p.ra pih:ak,
adanys foktor harga diri atau gengsi dari masing-masing
rihak, sedangiian faktor yang tidck begitu berpengaruh
dalah terlanjurnya b nyak beaya, wzktu, tenaga serta

rikiran yong teluh dikeluarken,

Saran-saran

Unutuk menyeleszlik 'n atau mencegah timbulnya suatu seng-
rerdata secara tuntas dan m:ntap, sebailknyz diadakan
perdam-ian melalui hakim pengadil:n ncgeri ztau perda-
meicn yang diadakan dalam sidang pengadilan daripada
psrdanaian yang dibust oleh para plhak sendiri df'ucr
sidang pengadilan,

tdvokat atau pengacera yeng merupakan pare penc:ri ke-
udilan ( justisiabeleb ) hendaknya berkewajiban untuk
memberik n penyuluhan hukum kepad: masyarakat tentang
pentingnya persetujuan perdamalan, Disanping itu advo-
kat atau pengac:ra yang menjadi kuasa darl penggugat
atau tergugat°hendaknya menemputkan perdamalan sebagal
target pertama yang sedapat mungkin tercapal dalam me-
nyeieaﬂlkan setiap sengketa perdata yang dikuasakan

padanyz. Untuk itu advokat at:u pengacara harus mampu

memberikan pengertian dan kesadaran baik kepada klien-
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nya sendiri maupun pihak lawanrnya bahwa penyelesaian
sergheta perdata dengan perdamalan merupakan suatu cara
penyelesalan yang sebaik-baiknya.

Pengertian perdamaian yang diatur didalam KUHS hanyalah
perdamoi:n yang diadakan d- lam sidang pengadilan seba-
liknya perdagaisn diluar sidang soma sekali tidok ter-~
cantum dalom KUHS sehingga perlu diciptakan su..:u per-
aturrn yang dapat mencakup baik perdamaian didalam si-
dang o upun diluar sidang,

L X R X XX E'X K I R I X A N Y 2 Y X
1 MILIK
PERPUSTAKAAN
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PERJANJIAN PHRDAMAIAN ( DADING )
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
I. KO JANG KWANG, bertempat tinggal dijalan mbong Fanjung

No.5 Surabaya, selanjutny: disebut pihak
Kesatu; (tergugat)
I1, PAULUS WIDJAJA S, .dvokat dan Pengncers, d 1l-m hal ini

sebagal kuasa darl dan oleh karen:anya

bertindak untuk dan atas nama: Mintarja

Gunawan, berkedudukan dijalan Kelut 17

Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

plhak Kedua; ( penggugat ) |
Yedu:: belah pihak tel-h sep~kat dan setuju sepenuhnya un-
tuk mengadaksn perdsm:lan (dading) dimuka persid ngan Pe-
ngadilan Negerd Surnbayn, sehubungan!dtngan perk r - perda=
ta dafter Ro. 19/Pdt.G./1985 dengan ketentuan-ketentuan
dan ~yar:t-syarat sebagal berikut:

Pasz]l 1.
Pihak kesatu mengalul b:hwa rum:h jl. Fmbong Tanjung No«5
Sur baya, telah dijualnya kepada pihak kedua, sesual de-
ngan akte perjanjian junl beli dihadnpan Notaris Susantl
S, akte No.20 tgl. 6 - 12 ~ 1982;
Pasal 2.

Plhok kesstu (terrugat) dengan ini bersedia untuk menye-
r-hkan/mengosongkan rumnh jl. Embong Tunjung No.5 Surabaya
yong dlsewanya darli pemiliknya yang s:h yaitu pihak kedua
(penggugat), p ling lamb 't pada akhir M.ret 1985; sehingga
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perj.njian . sewa menyewa antara pihak kesatu dan pihak ke~
dua berdasark:n perjanjian sewa menyewa dengan akte No.23
tgl 6 - 12 - 1982 dihadapan Koturis Sisanti SH teluh ber-
alkhir demi hukunm ;

-Pzsal 3.
Pihak kedua bersedi.: membayar sebug:i pesungon/garti rugi
ates peryerahan rumch jl. Embong Tanjung No.5 Surabaya
dalam keadaan kosong oleh pihak kesatu kepada pih k kedua
sebagal pemilik y'ng s2h, sebesar Rp 50,000.000,~ ( Lima
Puluh Juta Rupizh);

P.sal 4,

Pada waktu perj-njian perdamaisn ini ditandatangani, pihak
kedu: tel:h membay:r uang pesangon/ganti rugi sebesar |
Rp 50.000,000,~ ( Lima Puluh Jute Rupiah) dan pihak kesatu
dengan ini menvatakan telah menerima uang tersebut dlatas
dar. piha. kedua dau perjanji n perdamaian ini berlesku se-~
bag 1 kwitansil tanda penerirnaan yang sahj
Apabila pih-k kesatu tid-k memenuhi Jjanjinya melaksanakan
penyerahan kembali rumah jl. Embong Tznjung No.5 Surabaya
dnlam keadaan kosong kepada pihak kedua pada trnggal 31 -
Maret 1985, maka sudsh cukup terbukti bahwa pihak kesatu
telah ladal dan ingkar Jjanji dan pihak kesatu bersedia dan
tidak berkeberatan, ag:r Pengadilon Negeri Sur baya melak-~
s2nokon eksekusi pengosongan atas rumah jl. Embong Tanjung
No.5 Surabsya untuk diserahk n kepada pihak keduza sebagai
pemilik yeng s hg



Pas:l 6.
Perjanjian perd m ian (dading) ini diajukan dimuka persi~
d:ngan Pengudil:n Negerl Surabaya, zugar menjudl keputusan
yang mempunyal kekuatan yang pasti dal:m perkara daftar
nomor 19/Perdata G/1985 dan mengikat bagl kedua belah pilhak
tanpa ada alusan hukum apapun lagl mengenal pelaksanaan
perjanjian perdam:ian ini;

Pasal 7.
Dengan telah dilaks:nakannya nerjanjian perdamaian (dading)
inl nanti, maka kedun belah pihak berjanji tidak ada saling
tuntut-menuntut apapun lagij
Keduu belah pihak tidak mengajukan syarat-syarat apapun
1l . gi mengenai perjanjian perdamalan ini, karena keduz be-
lah pihak tel~h saling mengerti dengan jelas dan mengakui
kedudukannya mosing-masing dan bersedia untuk mematuhi isi
darl perjanjian perd maicn {(dading) ini;

Surabaya, 1l Januari 1985

Pihsk kedua, Pihak Lesatu.
( Paulus Widjaja SH.) (ko Jang Kwan

kuasa penggugat.



AKTE PERDAMATIAN
( No.19/Pdt.@/1985 )

Pada hari Senin tanggal 14 Januari 1985, pada per-
sidangan Pengadilan Negerli Surabsya, yang mengadili perka-
ra-perkar: perdata pada peradilan tingkat pertuma, telah
datang menghadapi
I. PAULUS WIDJAJA SH, Advokat dan Pengacesra, berkedudukan

di Surabaya, jJalan Kelut No.l?7, selaku kuasa dari MINe

TARDJA GUNAWAN, pedagang, bertempat tinggal di Surabaya

Jalin Anjasmoro No.55, berdasarken Surat Kuosa Khusus

tertanggal 10 Desember 1984;

sebagal Penggugat—~-ww=- wevcacmmrn e -
II.KO JANG KWANG, pedagmng, bertempat tinggal di Surabay::

J.lam Embong Tanjung No.53

sebagal tergugat;- e e o e e e e e e e e e
yang menerangkan bersedia untuk mengakhirl sengketa antar-
merek:, seperti termuat d lom subat gugatan Daftar 1o0.19/
Pdt.G./1985, dengan jalon perdamaian;

DUDUKNYA PERKARA:
Penggurat, dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari
1985 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surab' ya pada tanggal 8 Januari 1985 dibawah register
No0.19/Pdt.G./1985, telah mengemukakan sebagai berikut:
1. bahwa persil/rumah yang terletalf di Jalan Embong Tanjung

No.5 Surabaya, oleh tergugat telah dijualnya kepada peng-

gugat, sebagaimana penggugat telah membeli persil/rumah
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Se

Jalan Embong Tanjung No.: Surabays torsebutj
bahwa oleh kurena jual beli persil/rumah tersebut diatas
(selanjutnya disebut rum:h sengketa), belum bis dilak-
s nakan secara formil menurut undang-undang Pokok Agra-
rin, dihadapan Pejabat Pembuat Aktas Tannh, maka oleh
pihak-pihali, y itu p'njual dan pembeli yaitu tergugat
dan penggugut, dih:dapan SUSANTI ShH, secara Muteriael
rechtelijk dilakukan jual beli mengenai persil/rumah
sengketa tersebut diatas dalam bentuk perjanjian Timb~1l
Balik (wederkeerige overeenkomst) y itu perjanjian untuk
mengadakan Jjual bell dengan syarat-syarat yang terurai
dalam Akte Notariu Susanti SH, tertanggsl 6 - 1 - 1982
No.20 akte mana seluruhnya dikutip dan diulangi disini
kata demi kata, sebagaimana bukti terlampir P.l.;
brhwa alasn belum . blsa dilaksanakan secara formil jual
beli dimaksud dlatas adalah karena buku sertifikat menge-
nai Hak Guna Bafgunan No,294/ Embong Kaliasin, diatas
mana berdiri persil/rumah jl. Embong Tanjung No.5 Sura-
baya, berada d lom penyelesaian perpanjangan;
bahwa sebagal dasar untuk pelaksanaan jual beli secara
formil, apabila buku sertifikat telah selesal dikerjakan
dan mengingat pembaynran harga nersil/rumah sengketa te-
lah lunas, maka oleh tergugat diberikan Surat Kuasa pe-
nuh kepada penggugat dihadapan Notaris Susanti SH, sesuai
dengan bukti terlampir P.2; P.33;

bahwa atas permintaan tergugat kepada penggugat, agar
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3

persil/rumah yang telah dijualnya tersebut, dap: tlah di-
sevakan lagl kepada tergugat untuk masa 2(dua) tahun,
dan oleh karena penggugat waktu itu masih belum memerlu-
kan sekali, mal.a penggugat bersedia menyewakan persil/
runah sengketa kepada tergugnt untuk masa 2(dua) tahun
seperti tergugat menyew.. dari penggugat sebuah rumzh de-
ngan bangunan induk, terletak di Kotamadya Surabaya, se-
teupat terkenul sebagai Jl. Embong Tanjung llo.5 Surchbaya

dengan syarat-syarat y:ng terurai dalam Perjanjian Sewa
}'enyewa, Akte Notaris Susanti SH tanggal 6-12-1982 No.23
kate mana seluruhnya dikutip dan diulangi disini kata
demi kata, sebagaimana terlampir P.4;

bahwa Jangka waktu sewa menyewa ini diad:kon btuat Jangka
wakitu 2(dua) tahun lamanya yaitu dari tanggal 5 Desember
19/ 2 dan berakhir pada tanggal 5 Desembar 1984;

bahwa oleh karenu penggugat memerlukan persil/rumah : -
sengket. tersebut diatas guna kepentingan penggugct sen-
diri, :aka penggugat tidek membuat perjanjian sewa mei.ye-
wa baru dan menurut ketentuan-ketentuan y:ng tersirat
dalan akte sewa menyewa ini, maka perjunjian sewa menye-
wa berakhir demi hukum sejak szat mesa perjunjiun scwa
menyewa berakhir yaitu tangg:l 5 Desember 1904, sedaungkan
perjanjian baru tiduk diodakan;

bahwa sesuai dengun pasal 1 dari Surst Perjanjian Sewa
menyewa ini, mcka poda saat berakhirnya persewaan ini,

pihak kes tu yaitu tergugat h.rus mengembaliksan apa yang
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disewa tersebut pada pihak kedua yaitu penggugat, dalam
keadaan brik dan kosong;

9. bahwa meskipun demikian keadaanya menurut hukum, namun
tergugat, meskipun diminta seczra bakk-baik dan sebagal-
wana mestinya, tidak bersedia menyerahkan kembali segala
sesuatu yong dieewa oleh terpugat tersebut diatas, hing-
ga tidak ada jal-n luin daripada mengajukan permintaan
kembali persil/rumah tersebut diatas oleh penggugat le-
wat Pengadil-n Negeri Surabaya;

l10.bahwa tergug:t deng n tidak bersedia mengembalikan per-
sil/runah sengketa jelas tidak saja berada dalam keada-~
tn, bzhkan tergug.:t dengan sengaj: telah melakukan
"7 nprestasl" yang seperti telah diperjanjiksn tergug-:t
harus membayar uang denda kepada penggugat sebesar
Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk tiap-tiup
hari tergugat melewatkan saat penyerahan tersebut di-
atas yaitu d.ri tanggal 5-12-1984 samp:i saat persil/
rumah sengket:, baik secara sukarela maupun demi kepu-
tusan Pengudilan Neperi, diserahkan pada penggugat;

ll.brhwa permohonan vpenggugnt ini didasarkan bukti-"ukti
yang otentik, hingga keputusan didzlam perkara ini da-
put dijzlonkan lebih dahulu;

Berdassrkan alasan-slasan yong terurail diatss, maka
penggugat dengan hormat sudikah kiranya Ketua Peng.dil'n
Negeri memanggil pihak-pihak yaitu penggugat dan tergugat
untuk hadir didalam persidangan Pengadlil n Negeri Sur:bays
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untuk memeriksa perkura ini den Pengadll:n legerl berkenan

mengambil keputusan:

1.

2e

3.

b

De

mengabulksn seluruh pugatan penggugat;

menyatakan penggugat adalah satu-satunya pemilik y:'ng
sah at:s persil d.n rumah jl. Embong Tuonjung llo.5 Sura-
bayasesu..l akte ikat:n jual beli No.20 dan surat kuasa
akte llo.21 dan 22 Notaris Susantl SH;

.enyatakan perjanjian sewa menyew: diuntara pengpugat
dan tergugat seperti terural didulam surat perjanjian
sewa manyewa tanggal 6-12-1982 No0.23 yung dibuat diha-
dapan Notaris Susanti SH, demi hukum berakhlr dan tldak
berlaku la;l sejak tamgg:l 5-12-19843

menghukum tergugat d:n siapapun yang mendapatkan hak
duripadanya untuk segera meyerahk:un kembali kepada
pengrugat segals sesuatu yang disewa oleh tergugat da-
1-m keadaan balk d¢n kosong yaltu sebuah rumah dengan
brngunun induk yang terletak di Jjalun Embong Tunjung
No.5 Surabaya, lengkap dengan saluran air minum dan
aliran listrik 29.000 wat dengan s-mbungan tilpun v wuer
409935 dan 471145 beserta tanah pekarangan yang merupa-
kan bahaglon daripada tanah bekas lak Guna Bsngunan
04294 dan 295/Embong Kaliasin, kepada penggugat sebagal
pemilik yang sahg

nenghukum tergugat untuk membayar uang denda sebesar
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap hari
kelambatan persil/rumch tersebut diatas, tidok diserah-
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kan oleh tergugat kepada penggugat sebagal u ng denda
sesual dengan perjanjian sewa menyewa, sampal pada hari
mana persil/rumah tersebut diserahkan kembali dalam ke-
adaan baik dan kosong pada penggugat, jumlah mana h-rus
dibayar oleh tergugat kepada pengrugat sekaligus dengan
tanda penerimaan tsnda pekunasan selayaknya;
6. menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dzhulu
sekalipun ada banding, kasasl maupun perlawanan;
7. menghukum tergugst untuk membayar biaya-~blay: d:lam
perkara ini;
TENTANG PV RTIMB’NGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka
bersedia d-n metuju menzakhiril perkara mereka yang tel:h
diajukan pad:: Peng dil:un Negeri Sur-b:y:, dengun surat gu-
gatan terdaftar tanggal ? Januzri 19"5 No.l9/Pdt.G/1935,
deng-n perdamaiang
ifenimbang, b:thwa para gihak di muk: persidangan me-
nyatak n perdamaian gsesuail dengan Akte di baw h t ngan
tertanggal 11 Januzri 1085;
Menimb:ng, bshwa isi surat perdamaian pora pihak
tersebut adalah sebagai berikut:
bahw:: kedua bel-h pihak telah sepzk't dan setuju se-
penubnya untuk menéadakan perdamaian (dading) dimuk persi-
dangan Pengadilan Negeri Surabaya, sehubungan desgan perka-
ra perdata daftor NO.19/Pdt.G/17%5, dengan ketentusn-~keten-—

tuan den syarat-syorst sebigai berikut:



Pagal 1;

Pihak kesatu (tergugat) mengakui bahwa rum:h jalan Em-
bong Tanjung No.5 Surabaya, telah dijualnya kepada pihak
kedua(penggugat), sesual dengan akte perjanjiun jual beli
dihadap:n Notaris Sus nti SH, akte No0.20 tanggal 6-12-19:2;
Pas:l :

Pihak kes»tu{tergugat) dengan ini bersedia untuk menye-
rahk:n atau mengosongk:n rumah jul:n Embong’Tanjung No. S
Surubiya ynng disewany.. duri pemiliknya yang s:h yuitu pi-
hsk kedua (penggugat), p-ling lambat p.da ackhir Muret 1685;
sehingg: perjanjisn sewz menyew: ant:zr~ plhak kesatu dan
pihak kedua berdasark .n perjanjian sew:. menyewa dengan akte
No, 23 tanggal 6-12-19¢" dihadapan Notaris Sus.nti SH, te-
1:h berakhir demi hukum;

Pihuk kedua (penggugat) bersedia membayar sebagal pe-
sangon/ganti rugl -t-s penverahan rumah Jal 'n Embong Tan-
Jung No. 5 Surabay: dalam keadaan kosomg oleh pihzk kesatu
(tergugat) kepada pih:k kedua(penggugat) sebrgni pemilik
yang sah, sebesar Rp. 50.000.,000,00 ‘1lim: puluh juta ru-
piah);

P sal 4

Pada w:ktu perjanjlap pérdameion ini ditanda tangani,
pilhak kedua (penggugat) telah membay:r uang pesangon /ganti
rugi sebesar Rp 50,000,000,00 (lim- puluh juta rupi'h) dan
Plhak kesatu (tergugat) deng-n ini menyatakan telah menerima
uang tersebut di atas d rl pihsk kedua (penggugat) dan
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rerjaajian perdamaian ini berluku sebagai kwitansi t ndu
penerimaan y:ng s:hj;
Pusnl 5:

Apabils pihuk kesatu (terguget) tidak memenuhi janjinya
melaksanckan penyerahan kembali ruamah - jalen Embong Tanjung
No,® Surabaya dalam kead::u kosong kepada pihak kedua
(penggugat) pada t:nggal 31 Maret 1965, maka sud:'h cukup
terbukti bahwa pih:k kesatu (tergugat) telazh lalai dan:
ingkar janji dan pihak kesatu (tergugat) bersedia dan ti-
dak berkeberatag, agar Pengadilan Negeri Surabaya melaksa-
nakan eksekusi pengosongan atas rumah jalan Embong Tanjung
Nc.5 Surabaya untuk diserahkscn kepada pihak kedu. sebagai
pernilik y ng sah;

Pus:l 63

Perjenjien perdamaian (dading) ini diajukan dimuka per-
sidangan Peng:dilan Negeri Surabaya, agar renjadi keputu-
san yang mempunyai kekuctan yang p:sti dalum perkara daf-
tar nomor 19/Pdt.G/1°85 dan mengikat bagl kedua belah pi-
h' k, &anpa ada alasan hukum apapun lagl mengensi pel: ksa-
naan perjanjian pperdamaian inij;

P-sal 73

Dengan telah dilaksanakan perjanjian perdamaian (dading)
ini nantl, maka kedua belch pihak telah saling memberikan
pemberesan ( ¢ quit a de charge ) dan kedua belch pihzk
berjanji tid:k saling tuntut-menuntut apapun logi;

Pasal 3:
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Kedua belah pihak tidak mengajukan syar t-syarat apa-
pun lagi mengenui perjanjian perdamaian ini, karena kedua
belah pihak telah saling mengerti dengan jelas dan mengakul
kedudukonnyz masing-mnasing d: n bersedia untuk mematuhi isi
d ri perjanji:n perdauaian (dading) ini;

i.enimbung, bahwa kedua Lolah pillak setuju dan scp.i=
kut untuk nmengakhiri pérkara dengan suctu perd.m ian yang
mereka sepakatl seperti tercantum dalam ikte dibawah tangan
tetanggal 1l Junuari 19.5; ~
Menimbang, bohw:. akhirnya kedua belah pihak mohon
agar perkarz mereka diputus dengan perdamalan;
Kemudi.n Pengadilan llegeri menjatuhkan putusan se-
bagai berikut:
PUTUSAN
PIW'I KBADILAN
BLODASARKAN KETUHANAN YANG lAIIA ESA
Pengadllan Megerl tersebut;
Setelah mendengar persetujuan keduu belah pihah ter-
sebut diatas;
Mengingat okan pasal-pasal dari Und:ng-undang yang
bersaigkutin:

it ENGADILI:

~ Menguatkan Aktc Perjanjian Perduamaimn (d:.ding) tertung-
g«l 11 Januari 19.53
- Menghukum kedua belch pihak harus mentaati perdam:ian

ying telah mereka scpakati ituj
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-~ Menghukum kedua belah plihak supaya membayar ongkos per-

kara masing-musing setengahnya dari Jjumlah Rp 5.850,00

(lima ribu delapan rutus lima puluh rupiah)j’

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal 14 Ja-
nuari 1985, oleh kami: M, SIRINGO-RINGO SH, lakim Pengadie-

lan liegeri Surabaya, putusan maus diucapkan dimuka umum
pada hari itu juga denpam H@ihadiri oleh: Zif. S*REGADJI SH,

Panitera Pengganti Peng.dilan liegeri tersebut serta diha-

diri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Panitera Pengr=nti

Ze%e SANGADJY SH

Perincian ongkos-ongkos:
meterai Rp 50,00
Biaya putusan Rp 800,00

Biaya panggilun Rp _ 9.,000,0u
Jumls=h np et 55 ’ o0

Halim

M. STRINGO-RINGH SH
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